SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 74 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

Menimbang

Mengingat

TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan

1.

Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur  Organisasi Pada Instansi
Pemerintah  Untuk  Penyederhanaan  Birokrasi, perlu
mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KEBUMEN NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 74)
diubah sebagai berikut:
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Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

W

N o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kebumen.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.

Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan
Kabupaten Kebumen.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen.
Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut
Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Kebumen.

Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Kebumen.

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Kebumen.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan
fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam
suatu satuan kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang
organisasi dan tata kerja instansi.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pelaksana Senior adalah Pegawai Negeri Sipil pada jabatan pelaksana dengan
kriteria tertentu yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan tugas
Subkoordinator.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Angkutan;

Bidang Lalu Lintas;

Bidang Keselamatan Transportasi; dan

Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

"o a0 o



-4 -
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

(1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1), terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi
pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran,
penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan data dan informasi,
pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem
pengendalian intern pemerintah, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi
pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik
Daerah, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan,
kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan
pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16

(1) Susunan organisasi Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) terdiri atas:
a. Seksi Angkutan Orang dan Barang;
b. Seksi Bina Jaringan dan Sarana Prasarana Transportasi; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan.
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7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17

Seksi Angkutan Orang dan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta
pelaporan meliputi manajemen angkutan trayek, jaringan trayek angkutan kota
dan pedesaan, penerbitan izin usaha angkutan trayek tetap dan teratur,
angkutan taksi, angkutan sewa, pariwisata, penetapan tarif angkutan,
penentuan tarif jasa pelabuhan, penentuan tarif angkutan laut, penentuan tarif
pelabuhan sungai, danau dan penyebrangan di lintas kabupaten, penetapan
jaringan trayek sungai dan pemberian izin penggunaan jaringan lintas sungai,
pemberian surat izin usaha perusahaan pelayaran, surat izin usaha pelayaran
rakyat, penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan
kapal, penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah
Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan sungai dan
danau, penerbitan surat izin usaha penunjang angkutan laut, pembangunan
dan pemeliharaan alur sungai di daerah, penerbitan izin pekerjaan pengerukan
dan/atau reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,
penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal,
pemberian pertimbangan dalam rangka penerbitan izin pembuatan penimbunan
kayu, jaring terapung dan keramba di sungai dan danau, penerapan jaringan
lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten, penerbitan izin operasi
angkutan sewa, angkutan barang, angkutan barang berbahaya, alat berat dan
angkutan barang khusus, penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum
yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) kabupaten.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18

Seksi Bina Jaringan dan Sarana Prasarana Transportasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana umum jaringan
transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan kawasan lalu lintas kabupaten
serta penetapan lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan,
pengelolaan dan perawatan terminal tipe C, penyelenggaraan angkutan gratis
bagi pelajar miskin dan warga miskin, perizinan pembuatan tempat pendaratan
dan lepas landas helikopter, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan
dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penetapan rencana induk
perkeretaapian kabupaten, penetapan jaringan jalur kereta api yang
jaringannya dalam 1 (satu) kabupaten, penerbitan izin wusaha, izin
pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan
jalurnya dalam 1 (satu) kabupaten, penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada
jaringan jalur kereta api kabupaten, penetapan jaringan pelayanan
perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten, penerbitan izin
pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan
penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam kabupaten.
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10.
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Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22

(1) Susunan organisasi Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1) terdiri atas:
a. Seksi Manajemen, Rekayasa dan Sarana Prasarana Lalu Lintas;
b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Operasional; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23

Seksi Manajemen, Rekayasa dan Sarana Prasarana Lalu Lintas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi manajemen rekayasa lalu lintas
dan sarana prasarana lalu lintas, penempatan dan pemeliharaan
alat perlengkapan jalan, penyediaan perlengkapan jalan, rambu lalu lintas,
marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (traffic light dan warning lamp),
penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum, fasilitas untuk sepeda, fasilitas
pejalan kaki, dan kajian transportasi.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan dan pengendalian
operasi lalu lintas, menganalisis daerah rawan kemacetan lalu lintas,
kemacetan lalu lintas, pengaturan dan pengendalian rute jalan pejabat
Pemerintah Daerah dan tamu Pemerintah Daerah, penyidikan pelanggaran Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, penyidikan pemenuhan persyaratan teknis dan laik

jalan kendaraan bermotor, analisis dampak lalu lintas di Daerah, penyiapan

dan pengelolaan tenaga operasional pengendalian lalu lintas dan tenaga
operasional pengendalian pengguna jalan, pengelolaan fasilitas parkir umum
serta pengawasan dan pengendalian retribusi parkir.

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28

(1) Susunan organisasi Bidang Keselamatan Transportasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas:
a. Seksi Bina Keselamatan Transportasi;

b. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
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14.

15.
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(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Keselamatan Transportasi.

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29

Seksi Bina Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta
pelaporan meliputi keselamatan transportasi, penyelenggaraan dan pengelolaan
keselamatan pengguna jalan serta fasilitas pengguna jalan, audit dan/atau
inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembinaan dan
penyuluhan/kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta lalu
lintas sungai, danau dan penyeberangan.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta
pelaporan meliputi pengujian kendaraan bermotor secara berkala, pendataan
kendaraan wajib uji, pendataan kendaraan bermotor yang telah lulus uji
berkala dalam buku uji, pertimbangan dan penilaian teknis terhadap kendaraan
dinas yang akan dihapus sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta
pengawasan kendaraan laik jalan dan pengawasan perbengkelan.

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33

(1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi
dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

(3) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1),
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan
jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pimpinan
sesuai dengan bidangnya masing-masing.

(6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB KEBUMEN,
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.
NURKHOTIMAH,SH.MH

Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 74 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS
PERHUBUNGAN

BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
|
PEREEEEI@S}S\IND AN SUBBAGIAN UMUM KELOMPOK JABATAN
KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL
BIDANG KESELAMATAN
BIDANG ANGKUTAN BIDANG LALU LINTAS TRANSPORTASI

SEKSI MANAJEMEN,
SEKSI ANGKUTAN ORANG || REKAYASA DAN SARANA SEKSI BINA KESELAMATAN

DAN BARAN |
@ PRASARANA LALU LINTAS TRANSPORTASI

SEKSI BINA JARINGAN SEKSI PEMBINAAN,
DAN SARANA PRASARANA - PENGAWASAN DAN e
TRANSPORTASI PENGENDALIAN OPERASI KENDARAAN BERMOTOR
KELOMPOK JABATAN | | KELOMPOK JABATAN | | KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
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BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO



